
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki oleh warga 

negara. Menurut Satjipto Raharjo “mendefinisikan perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati 

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum
16

”.  

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Perlindungan Hukum adalah 

perlindungan  akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi 

manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari 

kesewenangan
17

”.  

Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau 

upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh 

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan 

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya 

sebagai manusia
18

. 
 

Bentuk-bentuk perlindungan hukum menurut Hadjon dibagi menjadi dua, yakni  

a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana 

kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau 

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang 

definitif. 

b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana 

lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. 

 

Selain itu Hadjon juga menjelaskan tentang prinsip perlindungan hukum. 

Menurut Hadjon prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu 

dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, Lahirnya konsep-konsep tentang 

pengakuann dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada 

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah
19

. 
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Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi 

subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu:  

a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh 

pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. 

Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk 

mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-

batasan dalam melakukan sutu kewajiban.  

b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan 

perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman 

tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan 

suatu pelanggaran
20

. 

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa 

perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk 

memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh 

LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.  

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur 

serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum 

harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam 

hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya 

masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita 

hukum Rechtidee dalam negara hukum Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan 

Machtsstaat. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, 

penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :  

a. Kepastian hukum (Rechtssicherkeit)  

b. Kemanfaat hukum (Zeweckmassigkeit)  

c. Keadilan hukum (Gerechtigkeit)  

d. Jaminan hukum (Doelmatigkeit)21
.  

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat 

dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi 

hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan 

hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta 

memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi 

penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya 
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menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum 

dan keadilan hukum
22

. 

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan 

manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan 

hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar 

harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki 

kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap 

tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum 

karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. 

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum 

adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan 

bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di 

dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar 

akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak 

dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan 

perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: 

ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan 

keadilan. 

 Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, 

dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman 

bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan 

dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu 

menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan 

terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut 

menimbulkan kepastian hukum.  

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu 

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan 

hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan 

yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan 

atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya 

berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam 

putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya 

untuk kasus serupa yang telah diputuskan
23

. 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan 

diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti 
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tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi 

suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau 

menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian 

aturan dapat berbentuk kontestasinorma, reduksi norma, atau distorsi norma.  

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat 

penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur 

undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, 

pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya 

dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu 

harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau 

mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi 

masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah 

lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak 

mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh 

pengadilan tersebut. “…Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan 

kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas
24

”. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum 

adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta 

pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan 

hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, 

kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap 

harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu 

sarana perlindungan hukum preventif dan represif. 

 

2.2. Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana berasal dari terjemahan delict atau strafbaarfeit.  Selain itu 

dalam bahasa indonesia diterjemahkan dengan berbagai macam istilah, seperti 

peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat 

dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum. 

Tindak pidana menurut Bambang Poernomo, yaitu perbuatan yang 

dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran 

pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. 

Beberapa Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-

beda menyebutkan kata “Pidana”, ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan 

tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik
25

. 
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Di antara keenam istilah hasil dari terjemahan delict atau strafbaarfeit ini 

Wantjik Saleh menyatakan “bahwa istilah yang paling baik dan tepat untuk 

dipergunakan adalah antara “tindak pidana dan “perbuatan pidana”
26

”.  

“Sedangkan Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah “perbuatan 

pidana” yang  kemudian mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang 

oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang 

melanggar larangan tersebut”
27

. 

Berdasarkan uraian tersebut, beliau memisahkan antara perbuatan dan orang 

sebagai pelaku. Strafbaarfelt menurut pompe ialah “sebenarnya tidak lain dari suatu 

tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan suatu 

tindakan yang dapat dihukum
28

”.  

Sedangkan menurut M. Sudrajat Bassir, suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak 

pidana apabila perbuatan tersebut: 

a. melawan hukum 

b. merugikan masyarakat 

c. dilarang oleh aturan pidana 

d. pelakunya diancam dengan pidana
29

. 

Dalam butir c dan d dapat ditarik kesimpulan bahwa butir tersebut lah yang 

memastikan bahwa suatu perbuatan adalah tindak pidana. Maka dari itu harus pula 

dilihat pada ketentuan-ketentuan dalam hukum yang ada dan berlaku (hukum 

positif) yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan lainya 

yang merupakan ketentuan hukum pidana diluar KUHP. 

Hal ini sesuai dengan asas legalitas atau asas nullum delictum nulla 

poenasine lege poenali  dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang ketentuanya “tiada suatu 

perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan hukum 

pidana yang ada dan berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan” 

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang 

siapa melanggar larangan tersebut.  

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh 

suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat 

bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang 
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ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada 

orang yang menimbulkannya kejadian itu
30

. 

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang 

menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan 

diancam dengan hukuman. “Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang 

mengandung unsurunsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga 

siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman)
31

”. 

Menurut D. Simons dalam C.S.T. Kansil, Peristiwa pidana itu adalah “Een 

Strafbaargestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verband Staande handeling Van 

een Toerekenungsvatbaar persoon”. Terjemahan bebasnya adalah perbuatan salah 

dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang 

mampu bertanggungjawab
32

. 

Menurut Simons, unsur-unsur peristiwa pidana adalah:  

a. Perbuatan manusia (handeling)  

b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederrechtelijk)  

c. Perbuatan itu diancam dengan pidana (Strafbaar gesteld) oleh Undang-

undang  

d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab 

(Toerekeningsvatbaar person)  

e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (Schuld) si pembuat
33

. 

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suau kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang.  

b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-

undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya.  

c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan 

itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar 

ketentuan hukum.  

d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum 

yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya
34

. 

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak 

pidana/peristiwa pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada 
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sesuatu kelakuan (gedraging), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-

undang (wettelijke omschrijving), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan 

itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman. 

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme 

Arti dari terorisme saat ini masih menjadi perdebatan, meskipun sudah ada 

ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan didalam peraturan perundang-

undangan. “Ketidak seragaman definisi terorisme ini bukan berati meniadakan 

hukum terorisme itu sendiri, Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum 

nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme
35

”. 

“Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki 

konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga 

sipil yang tidak berdosa
36

”. 

Untuk memahami dan mendalami arti dari terorisme kiranya perlu ketahui 

arti dari terorisme menurut beberapa para ahli dan beberapa lembaga, yaitu : 

a. Menurut Konvensi PBB, Terorisme adalah segala bentuk tindak 

kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud 

menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok 

orang atau masyarakat luas. 

b. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Terorisme adalah penggunaan 

kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti 

dan menakutkan terutama untuk tujuan politik. 

c. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme, bahwa terorisme adalah perbuatan yang 

menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan 

suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan 

korban yang bersifat massal, dan /atau menimbulkan kerusakan atau 

kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, 

fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, 

atau gangguan keamanan. 

d. Menurut T.P. Thornton, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan 

teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang  untuk mempengaruhi 

kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, 

khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan
37

. 

e. Menurut Syed Hussein Alatas, terorris (pengganas) adalah mereka yang 

merancang ketakutan sebagai senjata persengketaan terhadap lawan 

dengan serangan pada manusia yang tidak terlibat, atau harta benda tanpa 
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menimbang salah atau benar dari segi agama atau moral, berdasarkan 

atas perhitungan bahwa segalanya itu boleh dilakukan bagi mencapai 

tujuan matlamat persengketaan
38

. 

Dari berbagai sumber diatas tentang arti dari terorisme, penulis 

menyimpulkan bahwa tindak pidana terorisme bukanlah kejahatan biasa, tindak 

pidana terorisme adalah kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime) terhadap negara 

dan bangsa. 

2.3. Pengertian Hak Asasi Manusia 

“Hak asasi adalah hak yang fundamental yang di miliki oleh setiap orang 

tanpa terkecuali, secara arti “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai 

pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta  menjamin adanya 

peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya
39

”. John Locke 

berpendapat bahwa “hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung 

oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati yang tidak bisa terlepas 

dari dan dalam kehidupan manusia
40

”. 

Hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari eksistensi pribadi 

individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau 

dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada 

manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai 

kemanusiaan. Walapun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi 

manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang 

lain. Memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan 

tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa “hak-hak asasi kita 

selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap 

aturan menjadi penting
41

”. 

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 

1999 tersebut sudah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang 

paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh 

siapapun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung 

warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga 

negaranya tersebut. 
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Lebih spesifik, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1996 tentang Hak 

Asasi Manusia ketentuan Pasal 1 ialah :  

1. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat  hak yang melekat pada 

hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa 

dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan 

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 

Dari ketentuan Pasal 1 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Hak Asasi 

Manusia (HAM) adalah hak yang melekat terhadap manusia sejak dalam kandungan, 

dan negara harus serta merta melindungi hak tersebut. Hal tersebut sesuai dengan 

definisi Hak Asasi Manusia menurut G.J Wolhhoff
42

, yakni : 

“Hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam tabiat 

setiap oknum pribadi manusia justru karena kemanusiaanya, yang tak dapat dicabut 

oleh siapapun juga, karena bila dicabut hilang juga kemanusiaanya.” 

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai 

universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang 

kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara 

untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai 

universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian 

internasional dibidang HAM. Namun kenyataan menunjukan bahwa nilai-nilai 

HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang 

seragam.  

Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan 

pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah 

dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. 

Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya
43

. 

Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak 

yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut :  

a. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau 

diserahkan.  

b. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, 

apakah hak sipil atau hak ekonomi, sosial dan budaya.  

c. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang 

sudah ada sejak lahir.  
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d. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa 

memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan 

adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar. 

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal 

dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh 

siapapun.ada bermacam-macam hak asasi manusia yaitu :  

a. Hak-hak asasi pribadi atau personal rights, yang meliputi kebebasan 

menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan 

sebagainya. hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut : Hak kebebasan untuk 

bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk 

memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk 

memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini 

masing-masing.  

b. Hak-hak asasi ekonomi atau property rights yaitu hak untuk memiliki 

sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Hak-hak asasi 

ekonomi ini sebagai berikut : hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, 

hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak,hak kebebasan memiliki 

sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak.  

c. Hak-hak asasi politik atau political rights yaitu hak untuk ikut serta dalam 

pemerintahan, hak pilih ( dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), 

hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak-hak asasi politik ini 

sebagai berikut : hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak 

ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai 

politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan 

mengajukan suatu usulan petisi.  

d. Hak-hak asasi untuk mandapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan 

pemerintahan , yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan 

pemerintahan atau rights of legal equality. Hak-hak asasi hukum sebagai 

berikut : hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan 

pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan hak untuk 

mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.  

e. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture rights yaitu hak 

untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan 

sebagainya. Hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut : hak 

menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan 

pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan 

bakat dan minat.  



 

 
 

f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan 

atau procedural rights yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, 

penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Hak-hak asasi peradilan ini 

sebagai berikut : hak mendapatkan pembelaan hukum dipengadilan. Dan hak 

persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan 

penyelidikan di muka hukum.  

“Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara, tidak lepas dari adanya 

suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara 

tersebut sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan 

seimbang antara hak dan kewajiban manusia
44

”. 

Kedelapan hak yang tertera dan dijelaskan secara rinci dalam Undang Undang 

HAM tersebut cukup memberikan gambaran jelas jika pemerintah Indonesia pada 

dasarnya memiliki kepedulian terhadap HAM di Indonesia , yaitu sebagai berikut  

1. setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 

martabat, dan hak miliknya.  

2. setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia 

pribadi dimana saja ia berada.  

3. setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan 

terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. 

4. setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan 

dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.  

5. setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan 

komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas 

perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-

undang.  

6. setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau 

perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan 

penghilangan nyawa.  

7. setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, 

diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.  

8. setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan 

yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan 

melaksanakan 20 sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar 

manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang. 

Upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan 

pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM terutama 
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melalui pembentukan instrumen hukum dan kelembagaan HAM. Juga dapat melalui 

berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan 

individu maupun masyarakat dan negara.  

Negaralah yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga negaranya 

termasuk hak- hak asasinya. Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara 

konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum 

menjamin bahwa hak asasi manusia dilaksanakan dalam kenyataan kehidupan 

sehari–hari atau dalam pelaksanaan pembangunan
45

.   

Lembaga-lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia, di indonesia 

pelaksaannya upaya perlindungan HAM dilakukan oleh lembaga milik pemerintah 

dan lembaga milik swasta lain yang berwenang, antara lain :  

1. Kepolisian  

2. Kejaksaan  

3. Komnas HAM  

4. Pengadilan HAM di indonesia  

5. Lembaga bantuan hukum indonesia (YLBHI)  

6. Biro konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi  

7. Komnas anak  

UU 1945 menjamin perlindungan HAM, misalnya pengakuan dan jaminan 

hak atas persamaan hukum, jaminan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi 

dalam berbagai bentuknya, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan lain sebagainya. 

UU No.39 tahun 1999, selain mengatur tentang berbagai hak yang dijamin, juga 

menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan , 

perlindungan dan pemenuhan HAM, serta mengatur tentang Komisi Nasional Hak 

Asasi Manusia (Komnas HAM). Jaminan perlindungan HAM dalam berbagai 

peraturan tersebut, memberikan kewajiban kepada negara dan utamanya adalah 

pemerintah terhadap hak-hak yang dijamin. Komitmen negara dalam menghormati, 

melindungi, dan memenuhi HAM tersebut kemudian dilakukan dengan terus 

menerus mengupayakan adanya pembentukan, perubahan, dan pencabutan regulasi-

regulasi yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan HAM.  

Nilai-nilai HAM selalu tercermin dan dijamin oleh hukum, dalam bentuk 

perjanjian-perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum dan 

norma-norma lain dari hukum internasional. Negara mempunyai kewajiban untuk 

menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban 

menghormati (to respect) berarti bahwa negara harus menahan diri (refrain) dari 

intervensi terhadap hak-hak yang dijamin, atau menahan diri untuk membatasi 
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pelaksanaan hak dalam hal pembatasan hak tersebut dinyatakan secara jelas tidak 

diperbolehkan.  

Kewajiban untuk menjamin (to ensure) adalah kewajiban yang bersifat 

positif (positive duty) yang mengandung dua jenis kewajiban yaitu kewajiban untuk 

melindungi (to protect) dan kewajiban untuk memenuhi (to fullfill). Kewajiban 

untuk melindungi adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, 

termasuk melindungi hak dari intervensi pelaku non-negara (private interfrance). 

dalam hal ini termasuk kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang 

perlu, misalnya melakukan pencegahan atas tindakan-tindakan yang dianggap dapat 

mengancam pelaksanaan hak, atau melakukan penghukuman pada para pelanggaran. 

Jika negara tidak melakukan kewajibannya maka negara dapat dikatakan melakukan 

pelanggaran HAM. Pelanggaran ini terjadi karena negara gagal memenuhi 

kewajibannya melindungi hak-hak (asasi manusia) yang dijamin dalam hukum 

internasional maupun nasional, baik karena sengaja melakukannya (commision), 

atau melakukan pembiaran (ommission). 

 Dalam UU No.39 tahun 1999, pelanggaran HAM diartikan sebagai setiap 

perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja 

maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, 

menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau 

kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapatkan, atau 

dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, 

berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 

 

 


